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Curriculum 
Vitae



Melaksanakan

Akreditasi PS

• Menetapkan kebijakan
akreditasi PT dan PS

• Me-monev Kinerja DE 
dan LAM

Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbudristek 4

Melaksa-
nakan

Akreditasi
PT

Kemdiktisaintek



PERKEMBANGAN 

LAM

• LAM sudah beroperasi: LAM-PTKes; LAM Dik; LAMEMBA; 
LAMSAMA; LAM Teknik; LAM Infokom; LAM SPAK

• LAM sudah memperoleh ijin pelaksanaan: LAM PTIP; LAM 
Gama; LAM WISATA 

• LAM sudah mendapat persetujuan pendirian Menteri:

• LAM sedang berproses: 
• LAM DEPILAR– (sudah rekomendasi ke Menteri)
• LAM HUM (dan Seni) (sudah rekomendasi ke Menteri)

• Bidang ilmu yang akan diajak dialog lagi: Psikologi, 
Perhubungan, Olah Raga, Hukum, …, … 
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LAMGAMA

LAM HUM

LAM Wisata
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Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.
Anggota:

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.
Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.
Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.
Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.
Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.
Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., 
L.L.M.
Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Direktur
Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris
Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., 

Ph.D.
Anggota:

Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.
Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.
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1994 1998 2007 2010 2015 2016 2017 2019 2020 2022

BANPT Berdiri & 
APS berbasis
dokumen (AK) 

APS (AK dan 
AL) 

APS dan AIPT 
LAM-PTKes
Beroperasi

Organ BANPT 
menjadi dua (MA 

dan DE)

Lahirnya
SAPTO

AL Daring 
& PEPA

Milestone Proses Akreditasi

5 LAM 
Beroperasi

2023

Instrumen
Baru Dengan

Varian PS

APS/APT
• A
• B
• C

APS 4.0 dan 
APT 3.0

APS/APT
• Unggul
• Baik Sekali
• Baik

Transformasi
Akreditasi sesuai 

Permendikbudristek
53 2023

APS
• Internasional
• Unggul
• Terakreditasi
• Sementara

APT
• Terakreditasi
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2025 ?



Audiensi BAN-PT dengan Bapak Menteri Diktisaintek
Jakarta, 4 November 2024

Perubahan Kebijakan Akreditasi??? 



Revisi Permen 53 thn 2023



Kewajiban Akreditasi PT dan PS

10

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28 

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan
tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila
dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi

yang tidak terakreditasi; 

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang
pada saat jangka waktu akreditasinya
berakhir.

(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status terakreditasi 
sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, 
atau terakreditasi secara internasional untuk 
meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah. 

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c) 

perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak 
terakreditasi dan/atau belum mengajukan 
permohonan Akreditasi wajib mengajukan 
permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau 
LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan. 

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023
10



Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

11

• Simple and 
quick to 
build

• Creates 
spaces for 
community 
interactions

• Reduces 
carbon 
footprint
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(1) SPME dilakukan
melalui Akreditasi. 

(2) Akreditasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan

untuk menentukan
kelayakan program studi
dan perguruan tinggi atas

dasar kriteria yang 
mengacu pada SN Dikti. 

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7



1212

Elemen Dasar SPM Dikti

SPM 
Dikti

PD 
Dikti

SPMI

SPME

SN 
Dikti

❑ SN Dikti merupakan rujukan dalam mengukur 
mutu penyelenggaraan tridharma PT

❑ SPMI merupakan rangkaian unsur dan proses yang 
saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam 
rangka menjamin dan meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi di PT secara otonom 

❑ SPME merupakan rangkaian unsur dan proses 
yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur 
dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi melalui Akreditasi

❑ PD Dikti merupakan kumpulan data 
penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh 
perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional 
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• merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai 
dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma. 

• Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan 
menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing 
dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

• Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi dilakukan melalui
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan peningkatan
standar pendidikan tinggi. 

• Standar pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas: 

a. SN Dikti; dan 
b. standar pendidikan tinggi yang 

ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 dan 64

SN Dikti Standar Dikti yang 
ditetapkan oleh PT

• merupakan penjabaran operasional SN 
Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan
substansi yang ditetapkan PT

• memuat pelampauan terhadap SN Dikti
dalam hal tingkat mutu dan keluasan
substansi 14



diimplementasikan

melalui siklus

kegiatan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

SPM Dikti

SPMI

SPME

terdiri atas

PD Dikti

SPMI direncanakan, 
dilaksanakan, 
dievaluasi, 
dikendalikan, dan 
dikembangkan oleh 
PT 

dilakukan melalui akreditasi
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Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

SPM Dikti

Akademik

Non 
Akademik

mencakup
bidang

Berkaitan dengan 
Tridharma

kemahasiswaan

keuangan

organisasi

ketenagaan

sarana prasarana
PD Dikti

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti
dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalian
kebenaran informasi melalui penggunaan
berbagai sumber data dan sudut pandang
yang saling melengkapi. 

16



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi 
❑ Budaya Mutu (Culture)

• Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara
berkelanjutan

❑ Relevansi (Relevance) - Tridharma (Input, Proses, 
Output)
• Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
• Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, 

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
• Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan 

kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan 
masyarakat dan industri

❑ Akuntabilitas (Accountability)
• Penegakan prinsip GuG dan integritas

❑ Diferensiasi Misi (Mission)
• Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

PerBANPT  No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem 
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi



Pengaturan 
Program Studi 
Yang Tercakup 
Dalam LAM 

PERBAN-PT No. 13 Tahun 2024



Pendirian LAM Baru

• LAMSPAK =  Mendapat ijin dari Menteri, sudah launching dan 
masuk masa transisi untuk melaksanakan APS

• LAMPTIP =  Mendapat ijin dari Menteri, masih perlu sedang 
melengkapi syarat melaksanakan APS

• LAMGAMA =  Persetujuan pengakuan LAM dari Menteri 

• LAMWISATA =  Persetujuan pengakuan LAM  dari Menteri 

• LAM DEPILAR       =  Rekomendasi BAN-PT untuk persetujuan
pendirian kepada Menteri

• LAMHUM =  Kelayakan Pemrakarsa



Daftar Program Studi  yang Diakreditasi LAM (1/4)

Cakupan LAM di 
www.banpt.or.id

PerBANPT No 19 /2022

PerBANPT No 24 / 2022
PerBANPT No 25 / 2022

…
PerBANPT No 12/ 2024

20

PerBANPT No. 13/2024

PerBANPT No 21 / 2024

http://www.banpt.or.id/
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Daftar Program Studi  yang Diakreditasi LAM (2/4)
PerBANPT No. 13 Tahun 2024

PerBAN-PT No 19 /2022 PerBAN-PT No 13 /2024



(1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM 

adalah program studi yang terdapat pada 

a. semua jenis pendidikan; dan 

b. semua program pendidikan; 

serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan. 

(3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam 

suatu LAM hanya pada kata “dan”, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut. 

(4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Magister” atau “Doktor” dan 

kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam 

suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut. 

(5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata “Terapan” dan kata atau kata-

kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM 

ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut. 

(6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Ilmu”, “Sain”, “Sains”, 

“Studi”, atau “Kajian” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program 

Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut. 
22

Daftar Program Studi  yang Diakreditasi LAM (3/4)
PerBANPT No. 13 Tahun 2024
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Daftar Program Studi  yang Diakreditasi LAM (4/4)
PerBANPT No. 13 Tahun 2024

(7) Program Studi yang menggunakan kata dalam bahasa asing yang artinya sama 
dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke 
dalam LAM tersebut. 

(8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Tadris” ditetapkan tercakup ke 
dalam cakupan LAM Kependidikan 

(9) Program Studi yang namanya: 
a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”; 
b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan 

Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan 
c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM 

Program Studi Keteknikan; 

ditetapkan tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan. 

(10) Program Studi yang namanya: 
a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”; 
b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan 

Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan 
c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM 

Informatika dan Komputer; 
ditetapkan tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer. 



Masa transisi 90 
Hari

❖ BAN-PT masih menerima usulan APS bagi PS yang 
masa akreditasi berakhir (kadaluarsa) dalam jangka 

waktu 180 hari. 

❖ PT bisa mengusulkan APS untuk PS dengan 
peringkat Baik, B, dan Baik Sekali.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan
peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang 
berakhir (kadaluwarsa) dalam jangka waktu 90 hari.

PS masuk
cakupan

LAM

APS 
ke LAM

> 90 Hari
Tanggal

Penetapan

24



Proses, 
Mekanisme dan 
Luaran Akreditasi

Permendikbudristek No. 53 
Tahun 2023
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Proses  dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT

Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023

SUDAH BERLAKU



Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM

Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023

Prodi 
akan

dibuka

Status 
Terakreditasi

Berlaku 5 tahun; 
9 bulan sebelum
berakhir

Memenuhi
syarat

minimum?

Memperoleh izin 
penyelenggaraan

prodi

Ya

Tidak dibuka

Mendapatkan 
Status  

Terakreditasi
Sementara

Ditetapkan oleh LAM

Dari Menteri

Prodi
mengajukan

Akreditasi
ulang. 

Asesmen
dilakukan

melalui
mekanisme

asesmen oleh 
asesor yang 
ditugaskan

LAM

Meme-
nuhi
SN 

Dikti?

Ya

Tidak

2

1

1 Berlaku 5 tahun

Status Terakreditasi
diperpanjang melalui
mekanisme automasi

PT diberi
waktu 6 

bulan
2

Status Tidak 
Terakreditasi

Izin penyelenggaraan
Program studi

dicabut 27

Tidak

Tugas dan wewenang
LAM dilaksanakan BAN-
PT untuk program studi
yang belum mempunyai

LAM

BELUM BERLAKU PENUH



Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 83

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu 

kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling 

lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir. 
PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Your text hereYour text here

Selama masa perbaikan, PS/PT 
tidak menerima mahasiswa 

baru
28

BELUM BERLAKU PENUH



Pengajuan Keberatan (Banding)

(1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan
terhadap penetapan status Akreditasi program 
studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT 
dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-
masing. 

(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan
masing-masing

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 85
29



Ketentuan Terkait 
Akreditasi Internasional

Permen 53 2023, PerBAN-PT 1 2024, dan PerBAN-PT 10 2024



Akreditasi Internasional

(1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada
lembaga akreditasi internasional.  

(2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan: 
a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau  
b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan
standar yang berlaku secara internasional. 

(3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. 

(4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi
internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh 
Menteri. 

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 86
31



Akreditasi Internasional
(1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap: 
a. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan 
b. memenuhi persyaratan akreditasi. 

(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diakreditasi ulang oleh 
LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih
berlaku.  

(3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional
namun status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM. 

(4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut. 

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 87

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT 
untuk program studi yang belum mempunyai LAM

32

(4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian 
melalui PD Dikti. 

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 99



Akreditasi Internasional
• Lembaga akreditasi internasional diakui oleh Menteri setelah memenuhi

persyaratan dan kriteria yang tercantum di dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang 
Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.

• Status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui adalah 
yang terakreditasi secara penuh (fully accredited) atau istilah lain yang 
setara dengan itu.

• Perguruan tinggi melaporkan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi
internasional yang dimiliki program studi kepada Kementerian melalui PD 
Dikti dan ditembuskan kepada BAN-PT.

• Dokumen yang dilampirkan pada pelaporan status terakreditasi oleh 
lembaga akreditasi internasional terdiri atas:
✓surat pengantar dari pemimpin Perguruan Tinggi;
✓copy sertifikat dan/atau keputusan akreditasi yang diterbitkan lembaga akreditasi

internasional yang masih berlaku; dan
✓copy laporan hasil akreditasi (accreditation report) dari lembaga akreditasi

internasional.
PerBAN-PT 10 Tahun 2023 Pasal 2
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Akreditasi Internasional

• Sebelum proses akreditasi yang diajukan ke suatu lembaga akreditasi
internasional dimulai, pemimpin perguruan tinggi harus melaporkan
rencana akreditasi tersebut kepada BAN-PT secara tertulis lengkap
dengan penjelasan tentang semua aspek akreditasi yang diajukan.

• Apabila telah ditentukan adanya jadwal pelaksanaan asesmen
lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, pemimpin perguruan
tinggi harus melaporkan rencana asesmen lapangan tersebut secara 
tertulis kepada BAN-PT sebelum pelaksanaan asesmen lapangan
tersebut dilaksanakan.

• Pada saat dilakukannya pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga
akreditasi internasional, BAN-PT dapat menugaskan tim yang 
dibentuk BAN-PT untuk mengikuti pelaksanaan asesmen lapangan
tersebut sebagai pengamat (observer). PerBAN-PT 1 Tahun 2024 Pasal 2

34



Dasar Hukum Pengakuan 
Lembaga Akreditasi 

Internasional 
(LAI)

Kepmen, Kepdirjen



Dasar Hukum (sebelumnya)

1. Kepmendikbud 83/2020 tentang Lembaga Akreditasi
Internasional

2. Kepmendikbudristek 385/2021 tentang Kriteria dan Prosedur
Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

3. Kepmendikbudristek 191/2023 tentang Tim Penilai Lembaga 
Akreditasi Internasional (menggantikan Kepmendikbudristek
306/2022 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional) 

4. Kepdirjendiktiristek 52/E/KPT/2023 tentang Prosedur Pengajuan 
Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional



Dasar Hukum (baru)

• Kepmendikbudristek 235/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria 
Lembaga Akreditasi Internasional

• Kepmendikbudristek 236/2024 tentang Tim Penilai Lembaga 
Akreditasi Internasional 

• Kepmendikbudristek 237/2024 tentang Lembaga Akreditasi 
Internasional 

• Kepdirjendiktiristek 161/E/KPT/2024 tentang Prosedur Pengajuan 
Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional



Lembaga Akreditasi 
Internasional yang Diakui

Kepmendikbudristek 237/2024





Lembaga Akreditasi Internasional

CATATAN: LAI pada Kepmendikbud No 83/P/2020  sudah selesai dievaluasi





TRANSISI



TRANSISI



EQAR (European 
Quality Assurance 
Register for Higher 
Education)
• Lembaga yang mergister Lembaga 

Akreditasi di 48 negara anggota the 
European Higher Education Area (EHEA) 
untuk melihat pemenuhan Standards and 
Guidelines di EHEA (ESG) 
https://www.eqar.eu/

• EQAR telah mengembangkan DEQAR 
(Database of External Quality Assurance 
Results) untuk meningkatkan akses 
terhadap laporan dan keputusan tentang 
lembaga dan program pendidikan tinggi 
yang telah ditinjau terhadap ESG oleh 
lembaga yang terdaftar di EQAR
https://www.eqar.eu/qa-results/search/



ENQA (European Network for 
Quality Assurance in Higher 
Education )
• Tahun 2000 berdiri sebagai the European Network for Quality Assurance in 

Higher Education untuk mempromosikan kerja sama Eropa di bidang 
penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi https://www.enqa.eu/

• Tahun 2004 menjadi European Association for Quality Assurance in 
Higher Education dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap 
pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Eropa, dan 
bertindak sebagai penggerak utama dalam pengembangan penjaminan 
mutu di seluruh Bologna Process signatory countries

• Tujuan utama:
• Mewakili kepentingan lembaga penjaminan mutu
• Memberikan layanan kepada anggota dan pemangku kepentingan 

lainnya
• Mendorong pengembangan penjaminan mutu eksternal



Persyaratan dan Kriteria;
Tim Penilai; dan

Prosedur Pengajuan LAI

Kepmendikbudristek 235/2024

Kepmendikbudristek 236/2024 

Kepdirjendiktiristek 161/E/KPT/2024



Kepmendikbudristek 235/2021 tentang Persyaratan dan Kriteria 
Lembaga Akreditasi Internasional



Persyaratan

a. telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 
(lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat 
dari QS World University Rankings atau Times Higher Education 
World University Rankings; atau 

b. telah mendapat pengakuan dari lembaga registrasi internasional 
atau supranasional, kesepakatan internasional (accord), atau 
organisasi profesi internasional.



Kriteria

a. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi 
modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, 
transparan, dan akuntabel;

b. memiliki cakupan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang akan dinilai;

c. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan 
mutu tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan 
tujuan yang ditetapkan dalam bidang ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang 
memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;

d. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian yang merujuk pada 
capaian pembelajaran berbasis bidang ilmu yang disepakati atau setara internasional; 
dan

e. telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga 
akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.



Prosedur dan Tim Penilai

Prosedur
a. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
b. tata cara penilaian sesuai persyaratan dan kriteria.

Tim Penilai
a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
d. Pakar sesuai bidang ilmu.



Kepmendikbudristek 237/2024 tentang Tim 
Penilai Lembaga Akreditasi Internasional



Kepdirjendiktiristek
52/E/KPT/2023

tentang Prosedur 
Pengajuan Usul 

Pengakuan Lembaga 
Akreditasi

Internasional

a. lembaga yang dapat mengusulkan;
b. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
c. tata cara penilaian sesuai kriteria dan persyaratan



Kepdirjendiktiristek 
161/E/KPT/2024
tentang Prosedur 
Pengajuan Usul 
Pengakuan Lembaga 
Akreditasi 
Internasional







Tahap I: 
Penilaian
Administrasi oleh 
Staf Kementerian Apply through “REFORCE”

Tahap II: 
Penilaian oleh Tim 
Penilai LAI

Assigning Assessors (3 Persons)

The Team of IAA’s Assessment

Assessment of the IAA by the Assigned Assessors 

Pass?

Assessors report to the Team

Recommendation to the Ministry by The Team

Ministry Decree on the Recognition of the proposed IAA

Plenary Meeting of the Team

Plenary Meeting of the Team

International Accreditation Agency OR 
AUPPS/OP in Cooperation with  the proposed IAA 

ya
tidak

Prosedur
Penilaian

SUMBER:
Kepdirjendiktiristek
pengganti no 
161/E/KPT/2024 tentang
Prosedur Pengajuan Usul 
Pengakuan Lembaga 
Akreditasi Internasional



SEDANG DIPERBAIKI !!!!



SEDANG DIPERBAIKI !!!!



Status Akreditasi yang 
Bersifat Sementara

Per BAN-PT no 14 tahun 2024



Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi 
Yang Bersifat Sementara oleh BAN-PT dan LAM

1. PT yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, 
menggunakan instrumen Akreditasi yang belum sesuai dengan 
Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan telah dinyatakan  diterima, maka
a. PT/PS dengan peringkat Akreditasi Baik Sekali, Baik, B, atau C yang masih 

berlaku, diberikan peringkat Akreditasi yang sama dan bersifat 
sementara, serta berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila 
peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum 
diterbitkan

b. PT/PS dalam status tidak terakreditasi atau tidak memenuhi syarat 
peringkat Akreditasi, diberikan peringkat Akreditasi Baik yang bersifat 
sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila 
peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum 
diterbitkan
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Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi 
Yang Bersifat Sementara oleh BAN-PT dan LAM

2. PT yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau 
LAM, menggunakan instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk 
Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh 
Asesor dan telah dinyatakan  diterima, maka diberikan Status 
Terakreditasi yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya 
Keputusan Akreditasi. 

3. PT yang mengajukan permohonan APS kepada BAN-PT atau LAM 
menggunakan instrumen Akreditasi Unggul PS dan telah dinyatakan 
diterima, maka PS dengan peringkat Akreditasi Baik Sekali, Baik, B, C, 
atau dengan status Terakreditasi Sementara, atau Terakreditasi yang 
masih berlaku, diberikan peringkat atau status Akreditasi yang sama dan 
bersifat sementara, serta berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, 
apabila peringkat atau status Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan 
Akreditasi belum diterbitkan.
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Terima Kasih

Thank You
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